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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
perjanjian kinerja Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasiindikator kinerja dari sasaran strategis.
Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh
dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam

rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran |

Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan

masyarakat meningkat [Masyarakat Berbasis Kampung

b. Sasaran Il

Prevalensi kekerasan

Kekerasan terhadap 0,13% 0,10% | 120,84%
terhadap perempuan

perempuan menurun

c. Sasaran i

Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan
0,14% 0,06% | 158,26%
anak menurun terhadap anak
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Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait
dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

dan Program Perlindungan Anak .

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran
menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kampung secara
menyeluruh .

2. Menumbuhkan kesadaran OPD dalam komitmennya menyusun dan mengumpulkan GAP GBS
dalam mewujudkan PPRG

3. Peningkatan pemahaman kepada OPD dalam mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan
ARG

4. Peningkatan SDM terlatih baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penanganan kasus
kekerasan
Peningkatan respon time penjangkauan terhadap korban kekerasan
Peningkatan pemahaman terhadap Aparat kelurahan dan masyarakat tentang hak anak dan
pentingnya perlindungan anak

7. Mewujudkan sinergisitas dengan OPD terkait membangun Sekolah Ramah Anak.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting

dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
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BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

1. Struktur Organisasi Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

2. Fungsi dan Tugas Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
3. Isu Strategis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
4. Keadaan Pegawai Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014
5. Keadaan Sarana dan  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

pPrasarana Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
6. Keuangan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman

7. Sistematika LKj IP Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdaan Masyarakat

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Yogyakarta

2. Mendorong Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada
peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdaan Masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
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Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi

sebagai berikut:

bagan struktur organisasi DPMPPA

SEKSI
KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SEKSI
PARTISIPASI MASYARAKAT

SEKSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER

SEKSI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KEPALA DINAS
B ]
KELOMPOK JABATAN
GEONAL SEKREITARIAT
I I I
SUB BAG SUB BAG SUB BAG
UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN PEREN&C:é‘LAAA;gREx:LUASI
[ | |
BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKSI PENGARUSUTAMAAN
HAK ANAK

SEKSI
PERLINDUNGAN ANAK

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS, FUNGSI & TATA KERJA DPMPPA

1.1 Bagan struktur organisasi DPMPPA

1.2 Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, susunan organisasinya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat,
Bidang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang
Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional yang masing masing

mempunyai Tugas.

Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan,
kepegawaian, dan keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengawasan,
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pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum,
tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan
barang, dan administrasi kepegawaian.
Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan
pelaporan pertanggungjawaban.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program

bidang pemberdayaan masyarakat.

1.

2.

Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian
bimbingan kegiatan di bidang kelembagaan kemasyarakatan.

Seksi Partisipasi Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian,dan pemberian

bimbingan kegiatan di bidang partisipasi masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di

bidang pemberdayaan perempuan.

1.

2.

Seksi Pengarusutamaan Gender

Dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian
bimbingan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender.

Seksi Perlindungan Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian

bimbingan kegiatan di bidang perlindungan perempuan.
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Bidang Perlindungan Anak
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program
bidang perlindungan anak.
1. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian
bimbingan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Hak Anak.
2. Seksi Perlindungan Anak
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan

kegiatan di bidang perlindungan anak.

UPT P2TP2A

UPT P2TP2A merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu dibidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan berbasis gender,
UPT P2TP2A dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Fungsi

Untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan perlindungan anak, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan
Perlindungan Anak mempunyai fungsi perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis
pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, serta
pelaksanaan ke-tata-usahaan.

UPT P2TP2A mempunyai fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak berbasis gender.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali
dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu
strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang
melingkupi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak, antara lain

sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;

2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak;

3. Kesenjangan akses perempuan dalam bidang ekonomi (perempuan berkeluarga
kecenderungan susah mencari pekerjaan), pendidikan (partisipasi perempuan dalam
pendidikan SD, SMP);

4. Meningkatnya kesetaraan Gerakan Sayang lbu;
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Angka harapan hidup meningkat (perempuan lebih tinggi dari laki-laki);

Berkurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative secara tidak langsung
berdampak pada tidak terangkatnya isu perempuan ke dalam wilayah public;

Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak antara lain meningkatnya
perkawinan di bawah umur , anak berhadapan dengan hukum (ABH), kehamilan tidak
dikehendaki di kalangan remaja, tindak kekerasan di media online seperti pelecehan seksual,
kasus pornografi, cyber crime dll;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat berbasis kampung dalam memberikan kontribusi
bagi pembangunan daerah;

Media belum ramah terhadap gender, masih banyak eksploitasi perempuan dan anak.

1.4 Keadaan Pegawai

Per 31 Desember 2019 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebanyak 22 orang, terdiri dari : laki-laki 7 orang (

31.82% ) dan perempuan 15 orang ( 68.18% ).

Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

Tabel 1.1 Data kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan

JABATAN STRUKTURAL PANGKAT/GOL JUMLAH
Kepala Pembina Utama Muda, 1V/C 1 orang
Sekretaris PembinaTkI/IVDb 1 orang
Kepala Sub Bagian Penata Tk. 1/ lll.d 3 orang
Kepala Bidang Pembina/IVa 3 orang
Kepala Seksi 1. Pembina/ IV a 1 orang

2. Penata/lll.c 1 orang
3. PenataTk. 1/ Ill.d 4 orang
Fungsional Umum 1. Penata Muda/ lll.a 1 orang
2. Penata Muda Tk 1/ Ill.b 3 orang
3. PenataTk. 1/ 1Il.d 1 orang
Fungsional Tertentu 1. Pengatur Tk I/ Ild 1 orang
Kepala UPT Pembina/IVa 1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT Penata Muda Tk. | / lll.b 1 orang

(5]




Berdasar tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan

No Kategori SMP SMA D3 Ss1 S2
1 Eselon llb 1
2 Eselonlll a 1
3 Eselon Illb 1 2
5 Esselon IV a 1 2 3 4
6 EselonIVb 1
7 Fungsional 3 1 1

Umum
3 Fungsional 1

tertentu

Jumlah 4 4 6

Anak Kota Yogyakarta sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 51 orang, namun pegawai yang ada

22 orang sehingga baru terpenuhi sebesar 43,14% .

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dibantu oleh 4 (empat) orang Naban, dan 38 (tiga puluh

Jumlah pegawai

Untuk membantu ketugasan PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

delapan) orang Tenaga Teknis.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukan

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat

penambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebagai berikut

Tabel 1.3 Keadaan sarana dan prasarana

ideal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan

NO SARANA DAN PRASARANA UNIT

1. Ruang Kerja 160 m?
2. Ruang Pertemuan 20m?
3. Komputer 31 Unit
4. Printer 16 Unit
5. LCD Proyektor 9 Unit
6. Layar LCD 2 Unit
7. Laptop 12 Buah
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Mesin Ketik 4 Unit

Kendaraan Roda 4 6 Buah
10. | Kendaraan Roda 2 13 Buah
11. | Sepeda 1 Buah
12. | Telepon 8 Unit
13. | Faksimili 2 Unit
14. | Kalkulator 9 Buah
15. | Almari Besi 8 Buah
16. Rak Besi Siku 11 Buku
17. | Rak Buku 6 Buah
18. | Filling Kabinet 26 Buah
19. | Kardek Besi 1 Buah
20. | Brankas 1 Buah
21. | Almari 13 Buah
22. | Contener Box Besar 10 Buah
23. | Almari Display Kaca 3 Buah
24. | Signage 1 Buah
25. | Media Edukasi 4 Unit
26. | White Board 4 Buah
27. | Whiteboard + stand 1 Buah
28. | Almari kayu 5 Unit
29. | Almari Buku 6 Unit
30. | Rak Front Office 1 Buah
31. | Kamera 3 Unit
32. Meja 70 Buah
33. Kursi 185 Unit
34. Meja Kursi Tamu 6 Set
35. | Wireless 4 Buah
36. Dispenser 7 Buah
37. | Jam Dinding 9 Buah
38. | Kulkas 6 Unit
39. | Air Conditioner (AC) 12 Unit
40. | Kipas Angin 26 Buah
41. | Air Purifier (CHT) 2 Buah
42. | Televisi 3 Unit
43. | Kasur 8 Buah
44, Rak Kayu TPA 4 Unit
45. Hand Dryer 1 Buah
46. | Soap Dispencer 1 Buah
47. Tempat pot tanaman 6 Buah
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48. | Mainan Anak 10 Set
49. | Kursi Putar 29 buah
50. | Sofa Panjang 4 buah
51. | Printer 15 buah
52. | Scanner 1 buah
54. | Laptop/netbook 12 buah
55. Karpet Evamats 7 buah
56. | KarpetJawa 2 buah
57. | Korden 3 buah
58. | Mesin cuci 5 buah

Terkait dengan kebutuhan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sudah mencukupi
dan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk kebutuhan peralatan inventaris aset daerah juga
sudah sesuai dengan beban kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 berasal dari APBD
Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan
Perlindungan Anak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.248.648.694,- dengan rincian
belanja tidak langsung sebesar Rp.1.388.716.009,- dan belanja langsung sebesar Rp.5.859.932.685,-
yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan
indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari
APBD sebesar Rp.5.859.932.685- yang didukung oleh 6 program dan 13 kegiatan.

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Tahun 2019

No Uraian Anggaran %

1 Belanja Tidak Langsung Rp1.657.335.879,00 18,61

2 Belanja Langsung Rp7.250.045.744,00 81,39
Jumlah Anggaran Rp8.907.381.623,00 100%

Sumber : APBD-P Kota Yogyakarta, 2019

Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2019

Program Anggaran %

Program Pelayanan Administrasi
Rp1.779.199.000,00 24,54%
Perkantoran
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Program Peningkatan Sarana dan
Rp375.812.000,00 5,18%
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Rp136.040.000,00 1,88%
Keuangan
Program Pemberdayaan dan
] Rp1.731.262.000,00 23,88%
Perlindungan Perempuan
Program Perlindungan Anak Rp2.139.102.744,00 29,50%
Program Pemberdayaan Masyarakat Rp1.088.630.000,00 15,02%
Total Rp7.250.045.744,00 100,00%

Sumber : APBD-P Kota Yogyakarta, 2019

B Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

B Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

M Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

M Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan

B Program Perlindungan Anak

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta
sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan
langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.
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BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas
dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak Potensi yang

menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB || PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian
kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih
instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi

Kepada Daerah.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas
kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara
memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran
organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan

efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai
penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang
sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan
yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan

serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN
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BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :
e e 2.1 Perencanaan Strategis
Strategis Memasuki Tahun 2019 ,Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
2. Perjanjian Kinerja Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun Rencana Strategis
Tahun 2019 (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan ,dan
3. Rencana Anggaran Perlindungan Anak Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pemberdayaan
Tahun 2019

Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan
manifestasi komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan Perlindungan Anak dalam mendukung visi dan misi Pemerintah
Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun
2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan
pencapaian target vyang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJIMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok
penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima
tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus dilaksanakan
secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan
Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya

dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,
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Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi

Misi

Sasaran Daerah

Meneguhkan Kota Yogyakarta
Sebagai Kota Nyaman Huni Dan
Pusat Pelayanan Jasa Yang
Berdaya Saing Kuat Untuk
Keberdayaan Masyarakat
Dengan Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan

Meningkatkan Kesejahteraan

dan Keberdayaan Masyarakat

Kemiskinan Masyarakat

Menurun

Keberdayaan

Masyarakat Meningkat

Ketahanan Pangan

Masyarakat Meningkat

Memperkuat ekonomi
kerakyatan dan daya saing Kota

Yogyakarta

Ketimpangan
Pendapatan Antar

Penduduk Menurun

Pertumbuhan Ekonomi

Meningkat

Memperkuat moral, etika, dan
budaya masyarakat Kota

Yogyakarta

Gangguan ketentraman
dan ketertiban

masyakarat menurun

Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan, sosial,

dan budaya

Kualitas pendidikan
meningkat
Harapan hidup

masyarakat meningkat

Peran serta masyarakat
dalam pengembangan
dan pelestarian budaya

meningkat
Memperkuat tata kota dan Kesesuaian
kelestarian lingkungan pemanfaatan ruang
meningkat
Kualitas lingkungan

hidup meningkat

Membangun sarana dan
prasarana publik dan

permukiman

Infrastruktur wilayah

meningkat

Meningkatkan  tata  kelola
pemerintah yang baik dan
bersih

Kapasitas tata kelola
pemerintahan

meningkat

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan

pokok fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai OPD

utama yang mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Keberdayaan Masyarakat

Meningkat dengan indikator capaian sasaran Indeks Keberdayaan Masyarakat.

(12]




Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi
pendukung untuk sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, Ketimpangan
Pendapatan Antar Penduduk Menurun, Kualitas pendidikan meningkat, Harapan hidup masyarakat

meningkat, dan Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan
Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak selama 5
tahun anggaran adalah :
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indeks

Pemberdayaan | Pemberdayaan

masyarakat Masyarakat % 26,15% | 27,00% | 28,00% | 29,00% | 30,00% | 31,00%
meningkat Berbasis
Kampung
Kekerasan Prevalensi
terhadap kekerasan
% 0,65% | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,10%
perempuan terhadap
menurun perempuan
Kekerasan Prevalensi
terhadap anak | kekerasan % 0,74% | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11%
menurun terhadap anak

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah selanjutnya perlu ditentukan
bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi

organisasi.
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Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4
Pembinaan Kelembagaan
1 Pemberdayaan masyarakat | Program Pemberdayaan kemasyarakatan
meningkat Masyarakat Pembinaan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
Pembinaan Pengarusutamaan
Gender
Kekerasan terhadap Program Pemberdayaan dan - —
2 Pembinaan partisipasi dan
perempuan menurun Perlindungan Perempuan .
perlindungan perempuan
Operasional P2TP2A
Pembinaan pengarusutamaan Hak
Kekerasan terhadap anak . Anak
3 Program Perlindungan Anak
menurun Pembinaan partisipasi dan
perlindungan anak

Untuk mendukung pencapaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan pelaksanaan Program Kegiatan dengan
masing-masing indikator program adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat
Indikator kinerja : Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung menggambarkan hasil
skoring indeks keberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan target sebesar 28 %.

Tabel 2.4.Program Pemberdayaan Masyarakat

. Tolok Ukur Target
No Program/Kegiatan > "
rogram/Kegiatan Murni Perubahan
1 | Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelembagaan LPMK yang
45 LPMK 45 LPMK
didampingi
Kelembagaan TP PKK Kota TP PKK Kota TP PKK Kota
Yogyakarta yang didampingi Yogyakarta Yogyakarta
. Monitoring kelembagaan )
Kegiatan kelembagaan 1kali
1.1 masyarakat
kemasyarakatan
workshop 10 program pokok )
1kali
PKK
workshop pemberdayaan
masyarakat dalam menggali 1kali
potensi wilayah
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1.2

Pendataan Swadaya murni

Kegiatan pembinaan
partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

masyarakat (KPM)

1 Dokumen 1 Dokumen
masyarakat
Pelaksanaan Bulan bakti . )

1 kali 1 kali
gotong royong masyarakat
Pelaksanaan TNI Manunggal
3 tahap 3 tahap

Membangun Desa ( TMMD)
Pendampingan Pokjanal 14 pokjanal 14 pokjanal
Posyandu
Peningkatan kapasitas peran
kader pemberdayaan 1 kali 1kali

Pendampingan Kelurahan
lokasi P2WKSS

10 kelurahan

10kelurahan

Dodolan kampung 8 lokasi
Forum gandeng gendong 1kali
Forum OPD kampung 1kali

Pencapaian target indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis

kampung dilaksakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan

Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung pada Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan melaksanakan kegiatan kelembagan LPMK yang

didampingi dan PKK

1.2 Kegiatan Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kegiatan Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan indicator Indeks

Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung melaksanakan kegiatan dodolan kampung,

forum OPD kampung dan forum gandeng-gendong.

Gender

melaksanakan ARG

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Indikator kinerja Prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2019, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan target sebesar
0,13% %. Untuk angka kekerasan perempuan diharapakan dapat menurun setiap tahun.
Tabel 2.5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
. Tolok Ukur Target
No Program/Kegiatan .
Program/Kegiatan Murni Perubahan
1 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Pembinaan Pengarusutamaan | Jumlah OPD yang
1.1 51Dokumen | 51Dokumen
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Jumlah Kelompok Sadar

6Kelompok | 6Kelompok
Gender
Pendidikan Politik Perempuan 1 kali 1kali
Data Pilah Gender dan Anak 1 Dokumen | 1 Dokumen
Frekuensi Pendampingan
Kelembagaan Organisasi 12 kali 13kali
Perempuan
Frekuensi Peringatan Hari . ]
2 kali 2 kali
Besar Perempuan
Pelatihan PPRG Kelurahan 2 angkatan
Gender Corner 3 kali
Dokumen RAD PUG 1 Dokumen
Pelatihan Kelompok Rintisan
P 9kelompok | 9kelompok
Usaha Baru
Pelatihan Kelompok Rintisan
14kelompok | 14kelompok
Usaha Tahap 2 dan Tahap 3
Seminar Kewirausahaan bagi
) 1 kali 1kali
Kelompok Rintisan Usaha
Pameran Kelompok Rintisan
1 kali 1kali
Usaha
Workshop GSI 2 kali 2 kali
Workshop FPKK 5 kali 5 kali
Workshop Gugus Tugas
bouets THe 15 kali 15 kali
PTPPO
12 Pembinaan partisipasi dan Peringatan Hari Anti
perlindungan perempuan Kekerasan terhadap 1 kali 1kali
Perempuan
Lomba Fragmen Anti
1 kali 1kali
Kekerasan
Database Penanganan Korban
Kekerasan terhadap 1 Dokumen | 1 Dokumen
Perempuandan Anak
Pelatihan Penanganan Korban
Kekerasan terhadap 2 kali 2 kali
Perempuan
Pembentukan dan
Pendampingan Kelompok 1 kelompok

Rintisan Usaha Inklusi
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Penanganan Korban
Kekerasan Dalam Rumah 50kasus 50 kasus
Tangga berbasis Gender
Monev penanganan korban
50kasus 50 kasus
kekerasan
Sosialisasi UU PKDRT 13kali 13 kali
Jumlah FGD Penguatan siap . .
Operasional Pusat . 3 kegiatan 3kegiatan
grak anti kekerasan
PelayananTerpadu - ;
1.3 Jumlah Pelatihan satgas anti ] )
Pemberdayaan Perempuandan 1kali 2 kali
kekerasan
Anak (P2TP2A)
Workshop SPP 5 kali
Penyusunan Profil UPT 1 dokumen
Penyusunan Pedoman
Implementasi dan Sosialisasi 7 kali
HotlineService UPT
Koordinasi sinkronisasi data 1 Dokumen
Pelayanan Drop In 1 Dokumen

Pencapaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dilaksakan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
2.1 Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender
2.2 Kegiatan Pembinaan partisipasi dan Perlindungan Perempuan

2.3 Operasional Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

Untuk mencapai prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak Operasional Pusat
PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) melaksanakan kegiatan
Penanganan Korban Kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini diimplementasikan dengan rapat
koordinasi lintas sektoral, pendampingan hukum dan psikologi korban, reintegrasi kasus dalam
rangka meminimalisasi resiko berulangnya kejadian kekerasan sejenis pada lingkungan korban, dan
trauma healing. Selain itu dilakukan pula kegiatan sosialisasi mengenai undang-undang atau
ketentuan peraturan perundangan tentang kekerasan pada lokus sebagai upaya edukasi dan
pencegahan kejadian kekerasan serta media promosi tentang mekanisme pelaporan, pelayanan
penanganan dan pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A. Dan sebagai upaya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam penanganan korban kekerasan di wilayah, maka dilakukan kegiatan

edukasi/pelatihan terhadap satgas sigrak sekota Yogyakarta.

3. Program Perlindungan Anak

Indikator kinerja : Prevalensi kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan target sebesar 0,14% %. Untuk

angka kekerasan anak diharapakan dapat menurun setiap tahun
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Tabel 2.6 Program Perlindungan Anak

No Program/Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan Tl
Murni Perubahan
1 | Program Perlindungan Anak
Kongres Anak Kota Yogyakarta 1 kali 1 kali
11 11
Dekelana baru kelurahan kelurahan
12 12
Dekelana yang didampingi kelurahan kelurahan
2 4
Kelana baru kecamatan | kecamatan
2 2
Kelana yang didampingi kecamatan | kecamatan
Pembinaan Evaluasi dan penyusunan RAD KLA 1 dokumen | 1 dokumen
1.1| Pengarusutamaan Hak [ pata Indikator KLA yang update dan
Anak valid 1 dokumen | 1 dokumen
Peringatan HAN 1 kali 1 kali
Forum Anak Kota Yang Aktif 5 kali 3 kali
KRA yang terbentuk 10 KRA 10 KRA
KRA tidak aktif yang didampingi 45 KRA 45 KRA
Pengembangan RBRA 1 lokasi 1 lokasi
Penyusunan pedoman perlindungan
anak dalam situasi bencana 1 dokumen | 1 dokumen
Pelatihan Pelopor dan Pelapor 1 kali
Jumlah sekolah ramah anak yang
dibentuk 20 sekolah | 20 sekolah
Jumlah workshop sekolah ramah
anak 20 kali 20 kali
Jumlah dokumen Children 20 20
Protection Policy disusun dokumen dokumen
12 Pembinaan Partisipasi dan [ jumlah puskesmas ramah anak yang
Perlindungan Anak dibentuk 3 pusra 3 pusra
Jumlah pendampingan sekolah
ramah anak 1 kegiatan | 1 kegiatan
Jumlah pelatihan konvensi hak anak 3 kali 3 kali
Jumlah pembentukan perlindungan
anak terpadu berbasis masyarakat 3 patbm 3 patbm
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Jumlah perlindungan anak terpadu

berbasis masyarakat didampingi 21 patbm 21 patbm

Jumlah Youth Super Camp dan

Jembatan Persahabatan yang

dilaksanakan 2 kali 2 kali
Jumlah Musyawarah Perencanaan

Pembangunan 1 kali 1 kali
Jumlah workshop anti bullying 2 kali 2 kali

Jumlah pendampingan TPA
Beringharjo dan Prabadarma 1 keg 1 keg

Jumlah kegiatan rekruitment komisi

perlindungan anak indonesia 1 kegiatan | 1 kegiatan

Penyusunan kebijakan tentang

pornografi anak 1 dokumen | 1 dokumen
Monev SRA 28 lokasi 28 lokasi
Forum Perlindungan Khusus Anak 3 kali
Pendampingan Puspaga 1 kegiatan

Pencapaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap anak dilaksakan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.1 Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak

1.2 Kegiatan Pembinaan partisipasi dan Perlindungan Anak

Di dalam kegiatan tersebut mengampu berbagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap
anak yang melibatkan masyarakat, aparat di wilayah, TP PKK Kota Yogyakarta dan sekolah ramah
anak. Selain itu juga disusun beberapa keputusan walikota yaitu Kepwal yang mengatur tentang
pedoman penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi bencana dan kepwal tentang kebijakan
pornografi anak. Selain itu juga disusun profil anak untuk memberi informasi mengenai kondisi anak

dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau
DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun
2019 adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

TARGET
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUNAN
1 2 3 4 5
Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan
1 masyarakat Masyarakat Berbasis % 28
meningkat Kampung
Prevalensi kekerasan
Perlindungan % 0,13
terhadap perempuan
2 Perempuan dan Anak
. Prevalensi kekerasan
meningkat % 0,14
terhadap anak

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak
melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan agar
kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak lebih terukur,
untuk sasaran yang berubah adalah sasaran perlindungan perempuan dan anak meningkat pada saat
reviu renstra sasaran tersebut diubah menjadi kekerasan terhadap perempuan menurun dengan
indikator kinerja prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak menurun
dengan indikator kinerja prevalensi kekerasan terhadap anak. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun
2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

TARGET
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUNAN
1 2 3 4 5
Indeks Pemberdayaan
Pemberdayaan ;
1 ) Masyarakat Berbasis % 28
masyarakat meningkat
Kampung
Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan
2 % 0,13
perempuan menurun terhadap perempuan
Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan
3 % 0,14
anak menurun terhadap anak

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan
Anak melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.7.801.516.409,-. dengan rincian
Belanja Tidak Langsung Rp.1.502.992.945,- dan Belanja Langsung Rp.6.298.523.464,-. Melalui
mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp.8.907.381.623,- dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp.1.657.335.879,- dan Belanja Langsung Rp.7.250.045.744,-.
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2.3.1 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Tabel 2.9
Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan Perlindungan Anak APBD PerubahanTahun 2019

Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp 1.657.335.879 18,61%
Belanja Langsung Rp 7.250.045.744 81,39%
Jumlah Rp 8.907.381.623 100%

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Perlindungan Anak yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Sumber Dana
1 2 3 4 5
Pemberdayaan
1 Rp1.088.630.000,00 15,02% APBD

masyarakat meningkat

, | Kekerasan terhadap Rp1.731.262.000,00 23,88% APBD
perempuan menurun

Kekerasan terhadap

Rp2.139.102.744,00 29,50% APBD
anak menurun
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BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja
Tahun 2019
2. Evaluasi dan Analisis

Anak telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

G M Perlindungan Anak tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini

Sasaran Strategis dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan

T e mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya

Capaian Kinerja akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

Lainnya pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data
4. Realisasi Anggaran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai
5. Inovasi dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja
1. 91<100 Sangat Baik
2. 76 <90 Tinggi
3. 66 <75 Sedang
4, 51<65 Rendah
5. <50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN TARGET
NO. INDIKATOR KINERJA | SATUAN REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS TAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Pemberdayaan Indeks
1 masyarakat Pemberdayaan % 28 39,82% 142,23%
meningkat Masyarakat Berbasis
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Kampung
Kekerasan
terhadap Prevalensi kekerasan
2 % 0,13 0,10 % 120,84%
perempuan terhadap perempuan
menurun
Kekerasan :
Prevalensi kekerasan
3 terhadap anak % 0,14
terhadap anak
menurun 0,06 % 158,26%

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator.Pada tahun

2019, ketiga indikator telah memenuhi target yang ditetapkan dan tercapai 2 100%. Capaian yang

tertinggi pada indikator prevalensi kekerasan terhadap anak dengan persentase 158,26% , sementara

indikator yang mengalami capaian yang rendah dibandingkandengan indikator lainnya adalah

indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 120,84 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis s Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis

diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat diukur dengan

satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kampung Penjelasan

hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai

berikut:
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
NO Sasaran Indikator Formula Indikator
1 2 3 4
Indeks Pemberdayaan
Pemberdayaan Hasil skoring deklarasi

masyarakat meningkat

Masyarakat Berbasis

Kampung

keberdayaan kampung

Kinerja sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat dengan

indikator Indeks

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai

berikut:
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Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Target Capaian
.. 2019 X s/d 2019
No Indikator Sasaran LCEllEEE Akhir terhadap
2018 % Renstra target
Target | Realisasi | o . (2022) 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks
1 | Pemberdayaan 38,98% | 28% | 39,82% |142,23% | 31% 128,45%
Masyarakat
Berbasis Kampung

Untuk indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dengan meggunakan
formula hasil skoring deklarasi kampung, di tahun 2019 terdapat penambahan 22 deklarasi kampung,
oleh karena itu untuk skor deklarasi kampung pada tahun 2019 adalah sebesar 67,7 dibagi dengan
170 kampung yang tersebar di kota Yogyakarta sehingga realisasi capaian indeks pemberdayaan
masyarakat berbasis kampung pada tahun 2019 adalah 39,82 % dari target 28 % atau naik sebanyak
0,8 % dari capaian tahun 2018 yang realisasi capaiannya adalah sebesar 38, 98 %, sehingga untuk
indikator sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dikatakan berhasil mencapai target untuk
tahun 2019.

Tingkat capaian sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 142,23 %, kenaikan
capaian pada tahun 2019 didukung dengan adanya pengembangan wilayah berdasarkan potensi
wilayah melalui dodolan kampung dan dengan adanya sinergitas 5 K (kampung, kampus, komunitas,
korporasi dan kota) meski demikian adapula hambatan yang dihadapi untuk mencapai sasaran
tersebut yaitu penganggaran dan perencanaan kegiatan untuk pengembangan wilayah belum
optimal oleh karena itu untuk mengatasi hambatan tersebut solusi yang diterapkan adalah membuat
roadmap potensi kampung sesuai dengan potensi wilayah.

Dodolan kampung Wirogunan dan Bumijo

[24]



Tabel 3.5 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sasaran Indikator
No.
Strategis Sasaran L. L. L . . .
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
1 | Pemberdayaan Indeks 26,15% | 28,80% | 27,00% | 38,98% | 28,00% | 39,82% | 29,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 31,00% | 0,00%
masyarakat Pemberdayaan
meningkat Masyarakat
Berbasis
Kampung

3.2.1.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra;
Capaian kinerja pada tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2017 — 2022 ditargetkan sebesar 28%. Target kinerja tersebut dapat

tercapai 39,82 % sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 128,45%.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa pemberdayaan masyarakat meningkat terealisasi 39,82 % atau tingkat capaian 142,23 % sehingga

berpredikat tercapai amat baik

Sedangkan untuk indikator program, semua indikator dapat tercapai sangat baik karena masing —masing indikator program dapat terealisasi

melampui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :
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Tabel.3.6 Indikator program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. Program . . .. . .. ..
Program Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Persentase
eningkatan
1 Ewadaga 1,00% 1,01% 1,00% 1,04% | 1,00% | 3,25% | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00%
Program mas aZakat
Pemberdayaan ¥
Masyarakat
Persentse
kelembagaan
2. & - - - 82% | 83,48% | 83% 0,00% 84% 0,00% 85% 0,00%
masyarakat
yang aktif
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya
Realisasi Capaian Setiap Tahun
Target Capaian
No Indikator program Thn 2018 Thn 2019
Thn 2018 | Thn 2019 | Realisasi | Tingkat Capaian | Realisasi | Tingkat Capaian
1 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat 1% 1% 1,01% 101% 3,25% 325,03%
2 | Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif - 82% - - 83,48% 101,81%
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3.21.2

3.21.3

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan
seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program
dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen,
SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur
kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang

mendukung sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dijabarkan sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan swadaya masyarakat

Untuk indikator persentase peningkatan swadaya masyarakat berhasil terealisasi
sebesar 3,25 % dari target sebesar 1 % , Capaian kinerja tersebut menunjukan peningkatan
dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 Persentase Peningkatan Swadaya
Masyarakat tercapai sebesar 1,04 % sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,25 %
untuk tingkat capaian pada tahun 2019 vyaitu sebesar 325,03 %, peningkatan capaian
tersebut dikarenakan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
wilayah meningkat serta adanya sinergitas 5K (korporate, kota, kampung,

kampus,komunitas).
b. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif

Indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif adalah indikator program
baru yang muncul pada saat reviu renstra yang mendukung sasaran pemberdayaan
masyarakat meningkat.

Untuk indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif berhasil terealisasi
sebesar 83,48 % dari target sebesar 82 % , untuk tingkat capaian pada tahun 2019 yaitu
sebesar 101,81%, Keberhasilan indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif
dalam mencapai target didukung dengan adanya Sinergitas OPD dalam pendampingan
kelembagaan yang ada.

Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh
program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus
mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena
adanya efisiensi.

Sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat Telah mencapai kinerja sebesar
142,23 % dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh
melalui swadaya yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membranding kampung

sesuai dengan potensi wilayah.
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3.2.2 Sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun

Tabel 3.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO Sasaran Indikator Formula Indikator
1 2 3 4
Jumlah korban KDRT
. Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan perempuan/ jumlah
perempuan menurun terhadap perempuan penduduk perempuan x
100 %

Kinerja sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun dengan indikator Prevalensi

kekerasan terhadap perempuan menurun pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai

berikut:
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
2019 Target Capaian s/d
.. 5 2019
. Realisasi Akhir
No Indikator Sasaran terhadap
2018 Target | Realisasi o Pl target 2022
g Realisasi (2022) g(%)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 AHEUE] ) Sl 0,11% 0,13% 0,10 120.84% 0,10% 100 %
terhadap perempuan

Data Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari membandingkan antara jumlah
korban KDRT perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan formulasi

sebagai berikut :

Jumlah korban KDRT Perempuan

Jumlah Penduduk Perempuan

-------- x100% =0,10 %
212.819

Pada tahun 2019 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan mencapai 120,84 % ,
dimana dari target sebesar 0,13 %, terealisasi sebesar 0,10 %, artinya untuk sasaran kekerasan

terhadap perempuan menurun berhasil tercapai karena dapat mencapai target tahunan .

Capaian pada tahun 2019 didukung dengan Kegiatan penanganan/pendampingan kekerasan
berbasis gender tahun 2019 pada kegiatan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan, Kegiatan
Operasional UPT menyelenggarakan pelayanan penanganan korban kekerasan (termasuk KDRT)

terutama pelayanan pendampingan hukum dan psikologi; melaksanakan kegiatan reintegrasi dan
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psiko edukasi dalam rangka meminimalisasi resiko berulangnya kejadian kekerasan di satu lokus,
kegiatan trauma healing terhadap korban kekerasan, melaksanakan penanganan secara terpadu
dengan mensinergikan layanan dengan berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas),
hukum (kepolisian), psikologis, layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa), rehabilitasi sosial (Dinas

Sosial) dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan mekanisme pelayanan berbasis gender
terhadap korban kekerasan, maka dilakukan pula kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas
aparat pelayanan penanganan korban kekerasan meliputi APH (Aparat penegak Hukum) dan aparat
pelayanan kesehatan di Puskesmas. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan yaitu dengan mengoptimalisasi peran Satgas

Sigrak di wilayah melalui kegiatan peningkatan kapasitas Satgas Sigrak di Kota Yogyakarta .

Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Yogyakarta yang
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah
Kampanye Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan
manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan. penyelenggaraan sosialisasi tentang UPT
P2TP2A dan lembaga jejaring serta mekanisme penanganan kekerasan perempuan dan anak kepada
masyarakat melalui berbagai media komunikasi, Optimalisasi peran dan fungsi Satgas Sigrak dalam
penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui pelatihan peningkatan kapasitas, Optimaslisasi
peran Forum perlindungan Korban kekerasan Kota Yogyakarta dalam situasi bencana, pelatihan
penanganan korban kekerasan di kecamatan Umbulharjo dan Tegalrejo dan Gerakan Sayang lbu
untuk mencegah kekerasan kepada Ibu hamil, menyusui, nifas, bayi dan balita.

Kampanye three ends yang kedua yaitu akhiri perdagangan manusia DPMPPA melaksanakan
sosialisasi dan pelatihan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kepada aparat
kecamatan, Polsek, dan kader masyarakat di 14 kecamatan, simulasi PTPPO bersama pokja 1 TP PKK
Kecamatan Kota Yogyakarta.

Kampanye Three Ends vyang ketiga yaitu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi
perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan
kegiatan pendampingan dan pembentukan 23 kelompok rintisan usaha perempuan, seminar
kewirausahaan bagi kelompok usaha dampingan DPMPPA, pameran gelar potensi serta

pendampingan Kelompok Rintisan usaha inklusi.

Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak yang telah dibentuk pada tahun
2019, untuk menangani permasalahan perempuan dan anak diperlukan peran masyarakat dalam hal
ini lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk bisa
terlibat memajukan perempuan dan anak melalui sinergi forum PUSPA. Peran PUSPA tersebut sangat
penting karena mencakup pada advokasi, sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, kajian, koordinasi

dan sinkronisasi program.
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Tabel 3.10 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| saseran | ndikator 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.
Strategis Sasaran  [Target [ Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Kekerasan | Prevalensi
1 terhadap kekerasan

0,65% | 0,13% | 0,24% | 0,11% | 0,13% | 0,10% | 0,12% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,10% | 0,00%
perempuan | terhadap

menurun perempuan

3.2.2.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2017 — 2022 ditargetkan sebesar 0,13%. Target kinerja tersebut dapat
tercapai 0,10 % sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 90 %.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa prevalensi kekerasan terhadap perempuan terealisasi 0,10 % atau tingkat capaian 120,84 % sehingga
berpredikat tercapai amat baik

Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun , ketiga indikator dapat tercapai sangat
baik karena masing —masing indikator program dapat terealisasi melampui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :
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Tabel 3.11 Indikator program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

No.

Indikator

program

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Persentase
kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG)
yang aktif

47,00%

51,00%

53%

57,45%

59,00%

100%

66,00%

0,00%

72,00%

0,00%

78,00%

0,00%

Persentase
Perangkat Daerah
yang
melaksanakan
Perencanaan
Penganggaran
Rensponsif
Gender (PPRG)

24%

25%

36%

45,10%

47%

80,39%

58%

0%

69%

0%

80%

0%

Persentase
perempuan
korban Kekerasan
Dalam Rumah
Tangga (KDRT)
yang tertangani

74%

82,28%

76%

88,64%

78,00%

86,76%

80,00%

0,00%

82,00%

0,00%

84,00%

0,00%
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Tabel 3.12 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya

Target Capaian

Realisasi Capaian

) Thn 2018 Thn 2019
No Indikator program
Thn Thn o Tingkat o Tingkat
Realisasi ) Realisasi )
2018 2019 Capaian Capaian
Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender
1 . 53% 59,00% | 57,45% 108% 100% 169,49%
(PUG) yang aktif
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan
2 ) 36% 47% 45,10% 127% 80,39% 172,27%
Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)
Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah
3 ] 76% | 78,00% | 88,64% 117% 86,76% 111,23%
Tangga (KDRT) yang tertangani
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3.2.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh
program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target
kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang
berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana
prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang mendukung sasaran

kekerasan terhadap perempuan menurun dijabarkan sebagai berikut ::
a. Persentase kelembagaan PUG yang aktif

Capaian kinerja tersebut menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada
tahun 2018 persentase kelembagaan PUG yang aktif baru tercapai sebesar 57,45% sedangkan pada
tahun 2019 meningkat menjadi 100 % .Pada tahun 2019 dilakukan reviu renstra untuk melakukan
perubahan formula indikator karena untuk formula sebelumnya menggunakan kelembagaan GOW
yang aktif dan dirasa tidak sinkron untuk menghitung indikator persentase kelembagaan PUG yang
aktif. Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase kelembagaan
PUG yang aktif dikarenakan adanya pedoman/regulasi perwal no 53 tahun 2018 tentang pelaksanaan
PUG Kota Yogyakarta serta adanya koordinasi kelembagaan PUG yang telah terbentuk yaitu forum
data gender dan anak, tim koordinasi dan evaluasi PUG tahun 2019 , pembentukan kelompok kerja

PUG, pembentukan focal point PUG , dan adanya sosialisasi perwal PUG.

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator
persentase Persentase kelembagaan PUG yang aktif :

No. Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
Pemahaman terkait gender Sosialisasi dan pemahaman gender
1 dan PUG masih kurang di tingkat kelurahan
Kurangnya komitmen Perlu adanya monitoring dan
lembaga driver dalam evaluasi secara berkala ke OPD-
2 pengawasan PPRG OPD kota Yogyakarta

b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG

Capaian kinerja tersebut menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada
tahun 2018 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG baru tercapai sebesar 45,10 %
dari seluruh 51 OPD yang ada di Pemerintah KotaYogyakarta, sedangkan pada tahun 2019 meningkat
menjadi 80,39 % yaitu sebanyak 41 OPD di kota Yogyakarta sudah melaksanakan PPRG.

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase perangkat daerah
yang melaksanakan PPRG adalah Adanya pendampingan,pelatihan pada OPD untuk menyusun PPRG
serta Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga sosial.

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator
persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG:
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No. Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
Kurangnya kesadaran OPD dalam Pendampingan yang intens
1 komitmennya menyusun dan
mengumpulkan GAP GBS dalam
mewujudkan PPRG
Kurangnya pemahaman Perlu adanya pelatihan bagi petugas
5 pentingnya penyusunan data dimasing-masing OPD
pilah/data pembuka wawasan
dalam menyusun ARG
Kurangnya pemahaman OPD Mengidentifikasi isu-isu gender yang
3 dalam mengintegrasikan isu ada di OPD
gender dalam penyusunan ARG

c. Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Perempuan korban KDRT yang
tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 111,23 %, dimana dari target 78 % jumlah korban
KDRT perempuan yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah korban KDRT perempuan ,

realisasinya mencapai 86,76 %

Capaian kinerja tersebut menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun

2018 Persentase Perempuan korban KDRT yang tertangani tercapai sebesar 86,76 % .

untuk indikator persentase perempuan korban KDRT yang tertangani didukung dengan adanya

Komitmen dan sinergitas OPD, masyarakat,swasta,RS dan LSM untuk menangani kekerasan

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator

persentase perempuan korban KDRT yang tertangani :

No. Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 Kurangnya SDM yang Peningkatan kapasitas SDM dan
menagani kasus kekerasan perlu adanya simulasi .

1.2.2.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan
kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa
pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun Telah mencapai
kinerja sebesar 120,84 % dengan efisiensi anggaran . Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran
disebabkan karena

a. Dalam penanganan kasus kekerasan, Dinas kesehatan mampu menyelenggarakan

peningkatan kapasitas bagi puskesmas terkait tata laksana kekerasan perempuan dan anak
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b. Dinas Sosial sudah menyelenggarakan kegiatan terkait reintegrasi kekerasan.
c. Lembaga lainnya yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan sudah

melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan.

3.2.3 Sasaran Kekerasan terhadap anak menurun

Tabel 3.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO Sasaran Indikator Formula Indikator
1 2 3 4
Jumlah korban KDRT
1 Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan usia anak/ jumlah
anak menurun terhadap anak penduduk usia anak x
100 %

Kinerja sasaran Kekerasan terhadap anak menurun dengan indikator Prevalensi kekerasan

terhadap anak menurun pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

- 2019 Target Akhir Capaian s/d
. Realisasi
No Indikator Sasaran % Renstra 2019 terhadap
2018 Target | Realisasi 2022 2022 (9
Realisasi (2022) target (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Prevalensi
1 kekerasan 0,03% 0,14% 0,06% 158,26% 0,10% 140 %
terhadap anak

Data Prevalensi Kekerasan terhadap anak diperoleh dari membandingkan antara jumlah

korban KDRT anak dibandingkan dengan jumlah penduduk anak dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah korban KDRT anak

Jumlah Penduduk usia anak
67
-------- x100% =0,06 %
114.667

Pada tahun 2019 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap anak mencapai 158,26 % , dimana
dari target sebesar 0,14 %, terealisasi sebesar 0,06 %, artinya untuk sasaran kekerasan terhadap anak
menurun dikatakan berhasil karena telah mencapai target pada tahun berjalan .
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Capaian pada tahun 2019 didukung dengan Pembentukan perlindungan Anak Terpadu
berbasis Masyarakat (PATBM yang sudah dilaksanakan di 26 kelurahan , PATBM ini dimaksudkan
untuk menguatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang
terjadi di masyarakat dan bagaimana penerapan perlindungan anak , ke depannya PATBM akan
dibentuk disemua kelurahan secara bertahap, PATBM yang dibentuk pada tahun 2019 sebanyak 5
kelurahan yaitu kelurahan Bener, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Patehan, Kelurahan Purbayan
dan Kelurahan Klitren, diharapkan di setiap PATBM akan muncul relawan-relawan baru

Perlindungan Anak.

Selain itu pada kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Anak dilakukan
pembentukan dan pendampingan Sekolah Ramah Anak sebanyak 20 sekolah ramah anak yang
dibentuk dan 20 sekolah yang didampingi, disamping itu untuk menguatkan sekolah ramah anak
dilakukan pelatihan penyusunan CPP ( Child Protection Policy ) dan lomba sekolah ramah anak yang
diikuti 30 SD dengan pemenang SD Giwangan, SD Ngupasan, SD Tegalrejo, SD Pujokusuman, SD

Lempuyangwangi, adapun 20 sekolah ramah anak yang dibentuk tahun 2019 ini terdiri dari :

e SDN Baciro ®* SMPNS9

e SDN Demangan ® SDN Tegalpanggung

e SDN Kintelan | ® SDN Puro Pakualaman
e SDN Kotagede | ® TK ABA Purbayan

e SDN Kintelan Il e TK ABA Lempuyangan
e SDN Prawirodirjan e SMPN 3

e SDN Ngabean ® SDN Surokarsan

e SDN Margoyasan ® SDN Serangan

e SDN Tukangan ® SDN Klitren

e SMPNS5 e SMPNS8

Untuk Puskesmas Ramah Anak terbentuk 5 puskesmas dari target 3 puskesmas sehingga
semua puskesmas di Yogyakarta sudah menjadi Puskesmas Ramah Anak. Disamping itu dalam
rangka perlindungan anak dibentuk puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarg) yang merupakan salah
satu inovasi Bidang Perlindungan Anak, Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan
kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang
tua/keluarga/orang yang bertanggung jawab terhadap anak, kegiatan puspaga sementara berupa

pelayanan konseling dan sosialisasi di kecamatan/kelurahan melalui pertemuan PKK.
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Tabel 3.15 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

. Sasaran Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 2022

o.
Strategis Sasaran | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Kekerasan | prevalensi
terhadap | kekerasan

1 K 0,74% | 0,05% | 0,15% | 0,03% | 0,14% | 0,06% | 0,13% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,11% | 0,00%
ana terhadap
menurun | gnak

3.2.3.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra;

tercapai 0,06 % sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 68,11%.

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa prevalensi kekerasan terhadap perempuan terealisasi 0,06 % atau tingkat capaian 140 % sehingga berpredikat

tercapai amat baik.

Capaian kinerja pada tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2017 — 2022 ditargetkan sebesar 0,14%. Target kinerja tersebut dapat

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap anak menurun, keempat indikator dapat tercapai sangat baik

karena masing —masing indikator program dapat terealisasi melampui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Indikator Program Perlindungan Anak

N Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0.
Program Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Persentase
Jumlah

1 31% 31,11% | 53% | 53,33% | 66% 80% 77,7% 0,00% 88,8% 0,00% 100% 0,00%
Kelurahan
Layak Anak
Persentase

2. 100,00% 85% 0% 90% 0% 100% 0%
Puskesmas 60% | 5556% | 70% | 72,22% | 80%
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Ramah Anak

Persentase
Sekolah Ramah
3 | Anak ( Sekolah
Negeri TK's/d

SMP)

18,5%

17,12%

35%

35,14%

52%

61,26%

68,00%

0,00%

86,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Persentase
Anak Korban
KDRT yang
tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Keempat indikator program tersebut tercapai melampui target,kecuali indikator persentase anak korban kekerasan, tiga indikator program yang
tercapai melebihi target adalah persentase jumlah kelurahan layak anak, persentase puskesmas ramah anak dan persentase sekolah ramah anak, hal ini
dapat tercapai karena adanya komitmen dari kelurahan dan tokoh masyarakat setempat serta didorong oleh masih banyaknya kasus kasus kekerasan

terhadap anak maupun pelaku kekerasan berusia anak.

Puskesmas ramah anak juga mencapai realisasi di atas target, hal ini didorong oleh komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan untuk

mengembangkan pelayanan yang ramah anak di semua Puskesmas.

Indikator sasaran ketiga yaitu persentase sekolah ramah anak juga dapat terealisasi melebihi target karena yang menjadi target adalah sekolah
negeri saja tetapi untuk realisasinya beberapa sekolah swasta berinisiasi untuk menjadikan sekolahnya sekolah ramah anak hal ini didorong oleh semakin
meningkatnya guru/kepala sekolah serta orang tua murid yang mengikuti sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak, beberapa sekolah swasta bahkan secara

langsung menyelenggarakan deklarasi secara mandiri.

Persentase anak korban KDRT yang tertanganu sesuai dengan target yaitu 100% karena semua anak korban kekerasan sudah mendapatkan
penanganan baik oleh UPT P2TP2A maupun lembaga layanan seperti puskesmas, rumah sakit, RDU dll.
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Tabel 3.17 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya

Target Capaian

Realisasi Capaian

. Thn 2018 Thn 2019
No Indikator program - :
Thn Thn Realisasi T & Realisasi Tinglat
2018 2019 Capaian Capaian
1 | Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak 53% 66% 53,33% 101% 80% 121,21%
2 | Persentase Puskesmas Ramah Anak 70% 80% 72,22% 103% 100% 125%
3 Persentase Sekolah Ramah Anak ( Sekolah Negeri TK 359% 52% 35 14% 100% 61,26% 117,81%
s/d SMP)
4 | Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 100%

kecuali untuk indikator program persentase anak korban KDRT yang tertangani. Ada upaya-upaya percepatan/akselerasi pengembangan
desa/kelurahan layak anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak. Percepatan perlu dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya

pembentukan Dekelana, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak adalah bagian dari strategi untuk pengembangan Kota Yogyakarta

Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya menunjukan adanya peningkatan tingkat capaian dari tahun 2018 ke tahun 2019

menjadi Kota Layak Anak yang sudah diamanatkan dalam Perda No.1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
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3.2.3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh
program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target
kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang
berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana

prasarana yang cukup.

Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap

anak menurun dijabarkan sebagai berikut :
a. Persentase jumlah kelurahan layak anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase jumlah kelurahan layak
anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 121,21 %, dimana dari target 66 % jumlah kelurahan
layak anak dibandingkan dengan jumlah kelurahan realisasinya mencapai 80 % . Capaian kinerja
tersebut menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 persentase
kelurahan layak anak baru tercapai sebesar 53,33% dari seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta,
sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 80 % dimana 36 kelurahan sudah menjadi
kelurahan layak anak.

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase jumlah
kelurahan layak anak dikarenakan adanya Komitmen masyarakat di tingkat kelurahan yang
didukung oleh aparat pemerintah kelurahan , meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-
hak anak dan perlindungananak,serta tersedianya sumber daya manusia narasumber tentang
konvensi hak anak dan kota layak anak
Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator
persentase jumlah kelurahan layak anak :

No. Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah

1 keterbatasan SDM bidang Perlindungan Anak | Bekerjasama dengan LSM pemerhati
dalam memberikan pendampingan saat anak dan komisi KPAID Kota Yogyakarta
pembentukan Dekelana yang sudah berpengalaman dalam
Perlindungan Anak dan memahami

tentang konvensi hak anak

b. Persentase puskesmas ramah anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Puskesmas Ramah Anak
mencapai tingkat keberhasilan sebesar 125 %, dimana dari target 80 % ,jumlah puskesmas ramah
anak dibandingkan dengan jumlah puskesmas di kota Yogyakarta realisasinya mencapai 100 %.

Perkembangan Puskesmas Ramah Anak dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang
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cukup baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 terbentuk 13 puskesmas ramah
anak. Sampai akhir tahun 2019 sudah terbentuk 18 puskesmas ramah anak dan sudah melampui
target sampai akhir tahun 2022 dikarenakan bukan hanya untuk mengejar predikat Kota Layak
Anak akan tetapi karena komitmen bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memberikan
pelayanan yang ramah anak di Puskesmas.

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase
puskesmas ramah anak adalah dengan adanya Komitmen Kepala Dinas kesehatan dan jajaranya
untuk mewujudkan puskesmas ramah anak serta adanya dana hibah CSR untuk memenuhi
kebutuhan sarana prasarana puskesmas untuk menuju puskesmas ramah anak .

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk

indikator Persentase puskesmas ramah anak :

No. Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah
1 | Belum seluruh puskesmas terpenuhi kebutuhan Mengusulkan bebrapa puskesmas untuk
sarprasnya mendapatkan dana hibah CSR khususnya

untuk melengkapi ruang bermain rumah

anak di puskesmas

Persentase sekolah ramah anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Sekolah Ramah Anak
mencapai tingkat keberhasilan sebesar 117,81 %, dimana dari target 52 % jumlah Sekolah Ramah
Anak dibandingkan dengan jumlah sekolah terealisasi sebesar 61,26 % Capaian kinerja tersebut
menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 persentase Sekolah
Ramah Anak baru tercapai sebesar 35,14 % atau sebanyak 39 sekolah dari 111 Sekolah di Kota
Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 61,26 %, atau sebanyak 68 dari 111

sekolah.

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase sekolah
ramah anak dikarenakan telah dilaksanakan sosialisasi SRA untuk semua sekolah baik negeri

maupun swasta .

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk

indikator Persentase sekolah ramah anak

No.

Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah

Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi Bekerjasama dengan LSM pemerhati anak

untuk mendampingi SRA dan psikolog KPAID Kota Yogyakarta
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Meningkatkan koordinasi dengan dinas

) ) terkait dan melakukan penjajakan
Kurangnya dukungan dari OPD terkait untuk )
2 ) kerjasama dengan yayasan yang
sekolah negeri dan yayasan untuk sekolah swasta )
membawahkan sekolah dengan jumlah

terbanyak di kota Yogyakarta

d. Persentase anak korban KDRT yang tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase anak korban KDRT yang
tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100 %, dimana dari target 100 %, jumlah anak
korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan jumlah anak korban

KDRT yang melapor pada periode yang sama, realisasinya juga mencapai target yaitu 100 %.

Capaian kinerja tersebut menunjukan dapat mempertahankan capaian dari tahun
sebelumnya, dimana pada tahun 2018 Persentase anak korban KDRT yang tertangani tercapai
sebesar 100 %, dan pada tahun 2019 juga tercapai sebesar 100 % . Adapun jumlah korban anak
sebanyak 67 orang dan semua dapat tertangani

faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator persentase anak korban KDRT yang
tertangani adalah dengan adanya sinergitas antara satgas sigrak, UPT P2TP2A, dinas sosial ,

KPAID dan lembaga lain dalam penanganan kasus anak

3.2.2.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan
kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa
pekerjaan. Dalam hal pendanaan, Sasaran kekerasan terhadap anak menurun Telah mencapai kinerja
sebesar 158,26 % dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran disebabkan
karena sasaran pelaksanaan telah menganggarkan dan melakukan inisiasi sendiri pada puskesmas,
kelurahan, SRA dan PATBM . Dengan adanya dana CSR untuk kampung ramah anak, Puskesmas

Ramah Anak yang berimbas anggaran tidak terserap optimal .

3.3 Realisasi Anggaran
Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan
total anggaran sebesar Rp.7.250.045.744,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.828.410.727,19, tingkat
capaian untuk tahun 2019 yaitu 94,18 % , menurun sebesar 2,24 % dari tahun 2018 yang tingkat
capaiannya hanya 96,42 % .
Tabel 3.18 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019

No Tahun Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian
1 2018 7.248.648.694,00 6.989.210.437,48 96,42%
2 2019 7.250.045.744,00 6.828.410.727,19 94,18%

Sumber : Fungsional Keuangan DPMPPA, 2019
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3.3.1

Realisasi

Belanja Tidak Langsung sebesar

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019
1.587.450.259,00 dari

total

anggaran

Rp.1.657.335.879,00, tingkat capaian untuk tahun 2019 adalah sebesar 95,78 % meningkat 0,6 %
dari tahun 2018 yang tingkat capaiannya hanya sebesar 95,72 % .

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

- I n (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian | % Capaian
o raian Belanja nggaran (Rp. ealisasi (Rp.
) &8 P P 2019 2018
1 Belanja Pegawai 1.657.335.879,00 1.587.450.259,00 95,78% 95,72%
Sumber : Fungsional Keuangan DPMPPA, 2019
3.3.2 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019
Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.6828.410.727,19 dari total anggaran

Rp.7.250.045.744,00, tingkat capaian untuk tahun 2019 adalah sebesar 94,18 % menurun 2,41 %
dari tahun 2018 yang tingkat capaiannya hanya sebesar 96,59 % .

Tabel 3.20 Realisasi Belanja Langsung 2019

Uraian

Alokasi Anggaran

Realisasi

%
2019

%
2018

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Rp.1.779.199.000,00

Rp.1.658.431.272,87

93,21%

99,15%

Penyediaan Rapat-
rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Rp505.144.000,00

Rp.492.275.770,99

98,44%

97,84%

Penyediaan Jasa,
Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Rp.1.274.055.000,00

Rp.1.161.155.501,88

91.14%

99,47%

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp.375.812.000,00

Rp.366.210.408,00

97,45%

98,34%

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan

Kantor

Rp.290.800.000,00

Rp.286.951.000,00

98,68%

99,53%

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp.85.012.000,00

Rp.79.259.408,00

93,23%

95,51%
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Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Rp.136.040.000,00

Rp.135.298.120,00

99,45%

99,80%

Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan
Laporan Capaian
Kinerja SKPD

Rp.136.040.000,00

Rp.135.298.120,00

99,45%

99,80%

Program
Pemberdayaan dan
Perlindungan

Perempuan

Rp1.731.262.000,00

Rp1.620.108.215,76

93,58%

96,86%

Pembinaan
Pengarusutamaan

Gender

Rp.400.370.000,00

Rp.370.578.570,00

92.56%

96,13%

Pembinaan Partisipasi
dan Perlindungan

Perempuan

Rp.624.607.000,00

Rp.603.163.295,00

96,57%

99,01%

UPT Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A)

Rp.706.285.000,00

Rp.646.366.350,76

91,52%

94,12%

Program Perlindungan
Anak

Rp.2.139.102.744,00

Rp.1.991.937.290,56

93,12%

93,93%

Pembinaan
Pengarusutamaan Hak
Anak

Rp.737.605.000,00

Rp.677.683.000,00

91,88%

90,39%

Pembinaan Partisipasi

dan Perlindungan Anak

Rp1.401.497.744,00

Rp1.314.254.290,56

93,77%

96,32%

Program
Pemberdayaan

Masyarakat

Rp.1.088.630.000,00

Rp1.056.425.420,00

97.04%

98,12%

Pembinaan
Kelembagaan
Kemasyarakatan

Rp.592.471.000,00

Rp.576.144.300,00

97,24%

93,68%

Pembinaan Partisipasi
Masyarakat dalam

Pembangunan

Rp.496.159.000,00

Rp.480.281.120,00

96,80%

94,36%

Jumlah

Rp.7.250.045.744,00

Rp.6828.410.727,19

94.18%

96,59%

Sumber : Fungsional Keuangan DPMPPA, 2019
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Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 94,18 % dari total
anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,14 %,
sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,28 %. lJika dilihat dari
realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran
pemberdayaan masyarakat meningkat ( 97,04 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran kekerasan terhadap anak menurun (93,12%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,
pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%
menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019
telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:
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Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019

Kinerja Anggaran
No Sasaran Indikator .. % Pagu Realisasi
Target Realisasi .. .
Realisasi (Rp) (Rp) Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemberdayaan Indeks
Pemberdayaan
1 masyarakat Masyarakat 28% 39,82 % 142,23 % 1.088.630.000 1.056.425.420 97,04%
meningkat Berbasis Kampung
Kekerasan Prevalensi
o | terhadap kekerasan 0,13% 0,10% | 120,84% 1.731.262.000 1.620.108.215,76 93,58%
perempuan terhadap
menurun perempuan
Kekerasan Prevalensi
3 terhadap anak kekerasan 0,14% 0,06 % 158,26 % 2.139.102.744 1.991.937.290,56 93,12%
menurun terhadap anak

Jumlah

4.958.994.744

4.668.470.926

Total Belanja Langsung

7.250.045.744

6.828.410.727,19
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Tabel 3.22 Analisis efisiensi

% Capaian % -
. . Tingkat
No Sasaran Indikator Kinerja Penyerapan ..
Efisiensi
(2100%) Anggaran
1 2 3 4 5 6 =(5-4)
Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan
1 | masyarakat Masyarakat Berbasis 142,23 % 97,04% 2,96%
meningkat Kampung
Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan
2 120,84 % 93,58% 6,42%
perempuan menurun | terhadap perempuan
Kekerasan terhadap Prevalensi kekerasan
3 158,26% 93,12% 6,88%
anak menurun terhadap anak
Analisis Efisiensi

Dari ketiga Sasaran strategis, semua sasaran kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target,

dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1.

34

Sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 142,23 % dengan
efisiensi anggaran 2,96 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui swadaya
yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membranding kampung sesuai dengan potensi
wilayah.

Sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun Telah mencapai kinerja sebesar 120,84 %

dengan efisiensi anggaran 6,42 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran disebabkan karena

e Dalam penanganan kasus kekerasan, Dinas kesehatan mampu menyelenggarakan
peningkatan kapasitas bagi puskesmas terkait tata laksana kekerasan perempuan dan anak

e Dinas Sosial sudah menyelenggarakan kegiatan terkait reintegrasi kekerasan.

e Lembaga lainnya yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan sudah

melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan.

Sasaran kekerasan terhadap anak menurun Telah mencapai kinerja sebesar 158,26 % dengan
efisiensi anggaran 6,88%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran disebabkan karena sasaran
pelaksanaan telah menganggarkan dan melakukan inisiasi sendiri pada puskesmas, kelurahan,
SRA dan PATBM . Dengan adanya dana CSR untuk kampung ramah anak, Puskesmas Ramah Anak

yang berimbas anggaran tidak terserap optimal .

Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak

dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu

gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung.
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Pada tahun 2019 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:
1. Dodolan Kampung

Gerakan Gandeng Gendong merupakan sebuah gerakan bersama yang dilakukan oleh
seluruh elemen dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan
pengentasan kemiskinan. Gerakan Gandeng gendong melibatkan 5K yaitu Kota, Koorporate, Kampus,
Komunitas dan Kampung untuk bersama-sama bergerak. Ini merupakan penjabaran dari Program
SEGORO AMARTO (Semangat Gotongroyong agawe majune Ngayogyakarta) yang diluncurkan oleh
Bapak Walikota Yogyakarta pada tahun 2018 lalu.

Salah satu program Gandeng Gendong yang diluncurkan yaitu DO IT KAMPUNG (apa yang
bisa kampung lakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh kampung sehingga menghasilkan
kesejahteraan bagi warga kampung). Sebagai implementasi Gerakan gandeng gendong dan Do it
Kampung maka perlu adanya sebuah gerakan nyata dan kami menamakannya DODOLAN KAMPUNG.

Inovasi Dodolan kampung memuat 3 hal yaitu :

1. DO DOLAN NENG KAMPUNG (Mari bermain ke kampung) menghidupkan kembali kampung
sebagai sarana interaksi dan silaturhami antar warga, mengenalkan kampung kepada masyarakat
luas sebagai sebuah kearifan lokal yang merupakan ciri khas Kota Yogyakarta serta mengenalkan
kampung kepada anak cucu agar mereka mengenal wilayah dan tradisinya

2. DODOLAN KAMPUNG berarti menjual seluruh potensi kampung baik potensi kuliner, kerajinan,
seni, budaya, wisata dan lain-lain sehingga memacu kreatifitas dan menghasilkan bagi

masyarakat, kampung sebagai sarana penumbuhan ekonomi.

3. NGEDOL KAMPUNG berarti membuat branding/icon kampung, mau dibawa kemana dan mau
menjadi apa kampung mereka sehingga arah perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan
potensi dan branding yang mereka buat. Dengan adanya branding kampung maka masyarakat
akan lebih terarah dalam pembangunan dan lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi yang
ada, ini akan menarik pihak luar untuk datang dan berinvestasi ke kampung, menjual keluar

potensi kampung.

Tim Konco Kampung melakukan gerakan dodolan kampung setiap hari Jumat pagidengan
menyambangi kampung-kampung di Kota Yogyakarta. Gerakan ini melibatkan seluruh unsur SKPD

yang terkait bersama Asosiasi LPMK dan Lurah setempat.
2. Gender Corner

Mengacu pada visi Walikota Yogyakarta yakni “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota
Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat
Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan” dengan mengimplementasikan konsep “Gandeng
Gendong”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak berinovasi
membentuk “GENDER CORNER” sebagai media dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota
Yogyakarta.
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A. TUJUAN

Gender Corner sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

diharapkan:

1. Mampu menjadi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi “Responsive Gender” kepada

Masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengatasi isu gender yang ada.

2. Membangun sinergitas berbagai stakeholder untuk gandeng gendong menyelesaikan isu

gender di Lingkungan Kota Yogyakarta

3. Menjadi pemantik komitmen berbagai OPD di Lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam mewujudkan pembangunan berkesetaraan gender disesuaikan dengan tugas
fungsi OPD.

B. SASARAN KEGIATAN
Masyarakat Kota Yogyakarta dengan 5 afirmasi gender:
1. Anak
2. Perempuan
3. Llansia
4. Kaum difabel
5. Masyarakat rentan miskin
C. BENTUKKEGIATAN

1. Mendirikan stand Gender Corner di event publik Kota Yogyakarta untuk memberikan layanan
maupun edukasi bagi pengunjung.

2. Menyediakan akses belajar dan bermain untuk anak-anak dan remaja (Dongeng dengan

penanaman budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi)
3. “3B” Buka Baca Buku
4. Menyediakan layanan konsultasi psikologi dan pos pembelajaran keluarga
5. Pemeriksaan Kesehatan
6. Pameran rintisan usaha binaan DPMPPA & workshop singkat

7. Feedback (Kuisioner & Pohon Harapan)

3. Aplikasi Hotline SIKAP (Sistem Informasi Aduan Kekerasan Anak dan Perempuan Berbasis
Gender)

Dalam rangka memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat terkait kejadian
kekerasan berbasis gender dan untuk mengakselerasi pelayanan penjangkauan terhadap korban
kekerasan di wilayah, maka diinisiasi perancang bangunan aplikasi bersama dengan Dinas

Kominfosan Kota Yogyakarta yang diberi tagline SIKAP. Dalam operasionalisasi Aplikasi SIKAP yang
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terintegrasi dengan JSS dan telah dilaunching pada akhir bulan Juni 2019, dilakukan penanganan dan
pendampingan korban kekerasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini Satgas

Sigrak yang ditunjuk oleh Lurah masing-masing 2 orang/kelurahan.

4. Rintisan Usaha Inklusi

Rintisan usaha perempuan yang anggotanya adalah perempuan disabilitas, miskin, kelompok

tersebut didampingi dan dilatih untuk mandiri secara ekonomi melalui pelatihan kuliner.

5. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga )

Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga
yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang
yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan
melindungi anak. Kegiatan Puspaga berupa konseling dan sosialisasi di wilayah, untuk semetara

layanan konseling dibuka setiap hari Senin, Rabu dan Jum’at pada pukul 09.00-12.00 WIB.
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BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Bab 5 Berisi :

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta pada Tahun

1. Kesimpulan Anggaran 2019 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis Dinas

2. Rencana Tindak
Lanjut

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022.Keberhasilan yang dicapai berkat kerja
sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan
serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis ketiga sasaran, terdapat tiga indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur.

Pada tahun 2019, 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar > 100 %

dari total indikator.

2. Faktor keberhasilan

a.
b.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah meningkat;
Pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah melalui dodolan kampung;

Adanya Sinergitas 5 K (kampung, kampus, kota, korporasi, komunitas);

Adanya pedoman/regulasi perwal no 53 tahun 2018 tentang pelaksanaan PUG Kota
Yogyakarta serta dan anak ,tim koordinasi dan evaluasi PUG tahun 2019 , pembentukan
kelompok kerja PUG, pembentukan focal point PUG , dan adanya sosialisasi perwal PUG;
Adanya koordinasi kelembagaan PUG yang telah terbentuk yaitu forum data gender;

Adanya pendampingan dan pelatihan pada OPD untuk menyusun PPRG;

Terbangunnya sistem aplikasi pelaporan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
dan anak berbasis gender (aplikasi SIKAP);

Adanya Komitmen dan sinergitas OPD, masyarakat, swasta, RS dan LSM dalam penanganan
kekerasan berbasis gender ;

Kegiatan pencegahan kekerasan dilaksanakan melalui anggaran pelimpahan kewenangan
kepada camat;

Komitmen masyarakat di tingkat kelurahan vyang didukung oleh aparat pemerintah
kelurahan untuk percepatan untuk mendukung kota layak anak;

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak;

Komitmen Kepala Dinas kesehatan dan jajaranya untuk mewujudkan puskesmas ramah anak;
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m. Telah dilaksanakan sosialisasi SRA untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta;

n.

Adanya sinergitas antara Satgas Sigrak, UPT P2TP2A, Dinas Sosial , KPAID dan lembaga lain

dalam penanganan kasus anak.

3. Meskipun secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan

Anak dikatakan berhasil, terkadang masih dijumpai adanya kendala/hambatan yaitu:

a.

Penganggaran dan perencanaan kegiatan untuk pengembangan wilayah belum semua
optimal;

Data OPD belum seluruhnya terpilah antara laki-laki dan perempuan;

Pemahaman terkait gender dan PUG masih kurang;

Kurangnya komitmen lembaga driver dalam pengawasan PPRG;

Kurangnya kesadaran OPD dalam komitmennya menyusun dan mengumpulkan GAB GBS
dalam mewujudkan PPRG;

Kurangnya pemahaman pentingnya penyusunan data pilah/data pembuka wawasan dalam
menyusun ARG;

Kurangnya pemahaman OPD dalam mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan ARG;
Kurangnya tenaga psikolog dari aspek kuantitas dalam penanganan kasus kekerasan di UPT
P2TP2A;

Waktu penjangkauan korban kekerasan terkadang masih belum memenuhi target 2 jam,
khususnya terkait kejadian kekerasan di hari libur atau malam hari;

Kurang optimalnya komitmen dan kapasitas beberapa anggota Satgas Sigrak dalam
merespon kejadian kekerasan di wilayahnya;

Kurang optimalnya aksesing masyarakat terhadap Hotline Service SIKAP dalam pelaporan
kejadian kekerasan di Kota Yogyakarta;

Masih dijumpai aparat yang belum berperspektif gender dalam pelayanan penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Aparat kelurahan dan masyarakat belum paham akan hak anak dan pentingnya perlindungan
anak;

Belum seluruh puskesmas terpenuhi kebutuhan sarprasnya karena lahannya rata-rata sempit
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ruangan

Belum semua guru dan murid sadar Sekolah Ramah Anak;

Sekolah Ramah Anak belum terbangun secara sinergis antara Dindik, DPMPPA, DLH, BPPD,
dll.

4. Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang , Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.

Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
sumber daya yang ada di wilayah;

Penambahan tenaga teknis untuk mendukung program/ kegiatan baru seperti Puspaga,
sekretariat KPAID;

(54]



c. Pengajuan usulan perubahan Peta dan Analisa Jabatan di DPMPPA dan UPT P2TP2A berikut
tupoksinya agar mampu mengcover dinamika permasalahan dan upaya solusi secara
komprehensif dalam upaya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak di Kota
Yogyakarta;

d. Peningkatan kapasitas Satgas Sigrak secara lebih intensif untuk membantu dan bersinergi
dengan UPT P2TP2A dalam penjangkauan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
dan anak berbasis gender, sehingga mampu memenuhi target waktu penjangkauan kasus di
wilayah;

e. Melakukan kegiatan Sosialisasi Hotline Service SIKAP melalui berbagai media informasi dan
komunikasi (Radio, Televisi, Leaflet, media sosial dan tatap muka langsung dengan
masyarakat);

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan bagi aparat penegak hukum dan
kesehatan di Kota Yogyakarta;

g. Menjalin komunikasi yang intensif agar terwujud persamaan persepsi dengan berbagai
lembaga jejaring dalam pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender;

h. Memandirikan aparat wilayah dalam mengembangkan upaya-upaya pemenuhan hak anak
dan perlindungan anak seperti desa/kelurahan layak anak, Kecamatan Layak Anak, Kampung
Ramah Anak, Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat, Forum Anak dengan
mengusulkan untuk dimasukan dalam Perwal Pelimpangan Kewenangan kepada
camat/lurah.

i. Menyusun beberapa peraturan perundang-undangan/ pedoman yang digunakan sebagai
acuan wilayah dalam mengembangkan dekelana/ kelana/ KRA/ PATBM dIl maupun
pengembangan Pusra dan SRA.

j. Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat

dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1
2.
3.
4

Melibatkan semakin banyak unsur masyarakat yang terlibat di dalam proses pembangunan;
Melibatkan stakeholder 5K;

Melaksanakan verifikasi, validasi, dan monitoring data pilah;

Melakukan komunikasi yang optimal dengan OPD yang membidangi terkait Peta dan Analisa
Jabatan serta tupoksi agar dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan
UPT P2TP2A dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan;

Melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas personil Satgas Sigrak secara kontinu;
Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan bagi aparat penegak hukum di Kota

Yogyakarta secara berkesinambungan;
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Lampiran 1. Struktur Organisasi

ruktur organisasi DPMPPA

KEPALA DINAS

|
SEKRETARIAT
|
I 1 1
UNOM S EeE S AWAIAR SUB BAG PERENCANAAN, EVALUASI
FELARCAN & PELAPORAN
SEKSI SEKS| SEKSI PENGARUSUTAMAAN
KELEMBAGAAN MASYARAKAT PENGARUSUTAMAAN GENDER HAK ANAK
SEKSI SEKSI SEKSI
PARTISIPAS| MASYARAKAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS, FUNGSI & TATA KERJA DPMPPA
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Lampiran 2. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra lima tahun)

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indeks
Pemberdayaan | Pemberdayaan
masyarakat Masyarakat % 26,15% | 27,00% | 28,00% | 29,00% | 30,00% | 31,00%
meningkat Berbasis
Kampung
Kekerasan Prevalensi
terhadap kekerasan
% 0,65% | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,10%
perempuan terhadap
menurun perempuan
Kekerasan Prevalensi
terhadap anak | kekerasan % 0,74% | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11%
menurun terhadap anak
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
J1. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 5158662

E-Mail : pmp2a@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yéng bertanda tangan di bawabh ini :

Nama . IrEDY MUHAMMAD
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 4 | JAN 72019
Pihak Kedua,
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Pemberdayaan masyarakat meningkat Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 28,00
2 |Perlindungan perempuan dan anak Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan 0,13
meningkat
Prevalensi Kekerasan terhadap anak 0,14
Program Anggaran Keterangan
1 |Program Pemberdayaan Masyarakat Rp 1.119.359.860 APBD
Program Pemberdayaan dan Perlindungan | Rp 1.659.115.864 APBD
Perempuan
3 |Program perlindungan Anak Rp 2.236.039.124 APBD

Yogyakarta, 31 Januari 2019
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
J1. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 5158662

E-Mail : pmp2a@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IrEDY MUHAMMAD
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 SEP 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama,

.HARYADI SUYUTI
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 | Pemberdayaan masyarakat Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 28,00
meningkat kampung
2 | Kekerasan terhadap perempuan Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan 0,13%
menurun
3 | Kekerasan terhadap anak menurun | Prevalensi Kekerasan terhadap anak 0,14%
Program Anggaran Keterangan
1  Program Pemberdayaan Rp 1.088.630.000 Perubahan APBD
Masyarakat
2 Program Pemberdayaan dan Rp 1.731.262.000 Perubahan APBD
Perlindungan Perempuan
3 Program perlindungan Anak Rp 2.139.102.744 Perubahan APBD
12 SEp -
Yogyakarta, 2 "’UJ ZU 19

Kepala Dinas PMPPA
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Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

SIM Pelaporan Pengendalian Pembangunan

1 dari 1

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/pengukuran_kinerja/cetak/4/2019

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

" - : IV -
No 1ndil Target Cara Penguk.uran Tndikator Tr!wul nl Keterangan Program Pagu Tm_””'fm v Kelerangan
Sasaran Rcal % Realisasi K3
1 2 3 4 5 I3 7 8 9 10 11 12 13
Pemberdayaan [ndeks Pemberdayaan Hasil skoring deklarasi ong : wilayah kan potensi wilayah, Program
. |masyarakat Masyarakat Berbasis |28 % kcbcr&a aungk' — 39,82 % |142.23|sinergitas 5 k., h dan per kegi. Pemberdayaan 1.088.630.000,00]1.056.425.420,00|97.04|
ingk Kampung Y ATmpuUng untik pengembangan wilayah belum optima Masyarakat
Kekerasan (Jumlah Korban KDRT pc{ldorong k lT(olr‘litmen dOPD dan JpasKylaé'al L:ltykkpincegahan dan Program
terhadap Prevalensi K 0.13 Jumlah pelaporan kekerasan, adanya media KIE terkait kekerasan . Pemberdayaan dan
200 MU terhad: reny n/ Penduduk 0.10 % |120.84|penghambat : Kurangnya SDM terlatih untuk FPKK kecamatan, Porlindung 1.731.262.000,00]1.620.108.215,76|93,58|
perempuan erhadap pe puan o o u satgas sigrak, tokoh masyarakat, rumah sakit, kepolisian dan lembaga erincungan
menurun Perempuan)*100% Perempuan
u)cnye:ha layanan
endorong:Komitmen OPD dan masyarat untuk pencegahan dan
Kekerasan e Lk (Jumlab korban KDRT pen womitn 5 e tu el i
3.|terhadap anak Prevalensi kekerasan 1014 100 04 tah penduduk 0.06 % |158.26|Pclaporan kekerasan, adanya media KIE terkait kekerasan | Program 2.139.102.744,00|1.991.937.290.56[93.12
terhadap anak Y anak)*100% penghambat :Kurangnya sinergitas antara lembaga masyarakat,satgas |Perlindungan Anak
° PPA, sekolah dan orang tua dalam pencegahan kekerasan anak

Faktor Pendorong: Adanya sinergitas, anggaran, dan komitmen pimpinan dalam mencapai target.

Uraian Per

Kurangnya kesadaran OPD di li

1 Pemkot dalam komiime

ya menyusun dan 1k

GAB GBS dalam mewujudkan PPRG

Rencana Tindak Lanjut: Dalam perencanaan OPD di lingkungan Pemkot agar menyusun GAB GBS sehingga terwujud PPRG.
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Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
JI. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
E MAIL : pmp2a@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001,2740 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut
1 Pelaksanaan monitoring target jangka | Sudah dibuat SOP yang
menengah dalam renstra dilakukan secara | mengkoordinasi masing-masing
terjadwal dan dilengkapi dengan SOP yang | program dan kegiatan terhadap
jelas capaian setiap triwulan , apakah
capaian tersebut menjawab apa yang
tertuang di renstra .
2. Pengumpulan data kinerja atas rencana | Program sudah mengumpulkan data
aksi agar dilaksanakan secara menyeluruh | data kinerja yang mendukung :
PM mendukung indeks pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan berbasis
kampung, swadaya masyarakat , PA
mendukung prevalensi kekerasan
terhadap anak , PP mendukung
prevalensi kekerasan terhadap
perempuan
3. Evaluasi atas program menyimpulkan | Evaluasi sudah dilaksanakan tertuang
keberhasilan atau kegagagalan program , | dalam renja dan perjanjian kinerja
memberikan  rekomendasi  perbaikan | Perbaikan kinerja sudah dilakukan
perencanaan kinerja yang dapat | dengan inovasi
dilaksanakan dan peningkatan kinerja
yang dapat dilaksanakan
4, Pemantauan rencana aksi dilaksanakan | Memantau Rencana Aksi dengan
dalam rangka mengendalikan kinerja menggunakan fitur aplikasi yang

tersedia dalam SIM Pelaporan dengan

bentuk standar yang menyajikan
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No

Saran/Rekomendasi

Tindak lanjut

program, kegiatan, keluaran dan tolok
ukur.
-Pemantauan dilakukan setiap bulan

dan setiap triwulan.

Yogyakarta,  Januari 2020
KEPALA DPMPPA

Ir.Edy Muhammad
NIP 19630916 199203 1 006

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTA
KEMANDIRIAN — KEDISIPLINAN — KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN
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Lampiran 7. Penghargaan yang diterima DPMPPA

NO PRESTASI KETERANGAN
| | KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN
2019 KATEGORI NINDYA
JUARA | TINGKAT DIY KKG PKK KKBPK KES
2 KEL. WIROGUNAN KEC. MERGANGSAN
TAHUN 2019
3 | JUARA Il TINGKAT DIY LBS DAN PHBS KEL. WIROGUNAN KEC. MERGANGSAN
POSYANDU LADA 11 B, KEL. PAKUNCEN, KEC.
4 | JUARA IV TINGKAT DIY POSYANDU
WIROBRAJAN
5 | JUARA Il TINGKAT DIY IVA KEL. PURWOKINANTI KEC. PAKUALAMAN
JUARA Il TINGKAT DIY TERTIB ADMINISTRASI | KEL.PANEMBAHAN KEC.KRATON
JUARA Il TINGKAT DIY PAAR KEL.PATEHAN KEC.KRATON
JUARA Il TINGKAT DIY UP2K PKK KEL.PRAWIRODIRJAN KEC.GONDOMANAN
JUARA Il TINGKAT DIY UP2K PKK KEL.PRENGGAN KEC.KOTAGEDE
PAKARTI MADYA Il TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2019 DALAM LOMBA PKK KELUARGA
6 KEL. PRINGGOKUSUMAN KEC. GEDONGTENGEN
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA (KKBPK) KESEHATAN
PAKARTI MADYA | TINGKAT NASIONAL
PELAKSANA TERBAIK USAHA PENINGKATAN
7 KEL. PAKUNCEN KEC. WIROBRAJAN

PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) PKK
KATEGORI KOTA
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RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKA DINAS PEMBERDAYAAN
T DAERAH MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2019
Target 2019 Tolok Ukur Target 2019
Tw | Tw Tw Program/Kegiatan | Program/Ke Anggaran
No Sasaran Indikator | Tw | Il 1] v /Keluaran giatan Twl | Twll | Twlll | TwIV | Anggaran | Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pemberday Indeks 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 Persentase
aan Pemberd | 0% | 0% | 0% | 0% Peningkatan
masyarakat ayaan Swadaya 0,25 0,50| 0,75 1,00 | 1.119.35 | 1.088.630.
meningkat | Masyarak Program Masyarakat % % % % 9.860 000
at Pemberdayaan Persentase
Berbasis Masyarakat Kelembagaa
Kampung n
Masyarakat | 80,00 | 80,50 | 81,00 | 82,00
yang aktif % % % %
Pembinaan
Kelembagaan 21,18 | 51,84 | 84,59 | 100,0 | 599.336. | 592.471.0
Kemasyarakatan % % % 0% 240 00
Pendampingan
Kelembagaan 22.22 | 50.00 | 77.77 | 100.0 | 118.931.| 118.931.24
LPMK 45.00 LPMK % % % 0% 240 | 0
Pendampingan
Kelembagaan TP
PKK Kota 21.62 | 54.05 | 89.18 | 100.0 | 480.405. | 458.296.60
Yogyakarta 1.00 PKK % % % 0% 000 | O
Monitoring 0.00| 0.00| 0.00| 100.0
Kelembagaan 1.00 Kali % % % 0% 0 | 2.493.000




Masyarakat

Workshop 10

program pokok 0.00| 0.00| 0.00 ]| 100.0

PKK 1.00 Kali % % % 0% 0 | 4.595.000
Workshop

pemberdayaan

masyarakat dalam

menggali potensi 0.00| 0.00| 0.00| 100.0

wilayah 1.00 Kali % % % 0% 0 | 8.155.160
Pembinaan

Partisipasi

Masyarakat dalam 26,78 | 63,76 | 88,10 | 97,23 | 520.023. | 496.159.0
Pembangunan % % % % 620 | 00

- Pendataan

Swadaya Murni 1.00 | 14.29 | 42.85 | 71.42 | 100.0 | 29.948.6

Masyarakat dokumen % % % 0% 20 | 29.949.000
- Pelaksanaan

Bulan Bhakti

Gotong Royong 0.00 | 75.00 | 100.0 | 100.0 | 40.535.0

Masyarakat 1.00 Kali % % 0% 0% 00 | 22.035.000
- Pelaksanaan TNI

Manunggal

Membangun Desa 20.00 | 30.00 | 60.00 | 100.0 | 63.960.0

(TMMD ) 3.00 Tahap % % % 0% 00 | 61.260.000
- Pendampingan 14.00 | 28.57 | 71.42 | 100.0 | 100.0 | 312.540. | 308.965.00
Pokjanal Posyandu pokjanal % % 0% 0% 000 | O

- Peningkatan

kapasitas peran

kader

pemberdayaan 33.33 | 66.66 | 66.66 | 100.0 | 14.760.0

masyarakat 1.00 Kali % % % 0% 00 | 10.710.000




- Pendampingan

Kelurahan Lokasi 10.00 | 50.00 | 83.33 | 83.33 | 100.0 | 58.280.0
P2WKSS Kelurahan % % % 0% 00 | 48.980.000
- Dodolan 0.00| 0.00| 0.00 | 100.0
Kampung 1.00 lokasi % % % 0% 4.600.000
- Forum Gandeng - 0.00| 0.00| 0.00 | 100.0
Gendong 1.00 kali % % % 0% 9.160.000
- Forum OPD 0.00 | 0.00| 0.00]| 100.0
Kampung 1.00 kali % % % 0% 500.000
Kekerasan | Prevalensi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | Program Persentase
terhadap Kekerasa | 0% | 0% | 0% % | Pemberdayaan Kelembagaa
perempuan n dan Perlindungan | n
menurun terhadap Perempuan Pengarusut
perempu amaan
an Gender
(PUG)yang | 57,45 | 57,45 | 59,00 | 59,00 | 1.659.11 | 1.731.262.
aktif % % % % 5.864 000
Persentase
Perangkat
Daerah
yang
melaksanak
an
Perencanaa
n
Penganggar
an
Responsif
Gender 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00

(PPRG)

%

%

%

%




Persentase

Perempuan

korban

KDRTyang | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 78,00

tertangani % % % %
Pembinaan
Pengarusutamaan 19,84 | 57,64 | 78,55 | 99,18 | 375.726. | 400.370.0
Gender % % % % 620 | 00
Jumlah OPD yang 51.00 | 25.60 | 53.20 | 76.60 | 100.0 | 107.496. | 109.667.00
melaksanakan ARG Dokumen % % % 0% 620 | O
Jumlah kelompok 6.00 | 33.00 | 66.00 | 100.0 | 100.0 | 40.300.0
sadar gender Kelompok % % 0% 0% 00 | 29.162.000
Pendidikan politik 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 6.325.00
perempuan 1.00 kali % % 0% 0% 0 | 5.685.000
Data pilah gender 1.00 | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.0 | 6.090.00
dan anak dokumen % % % 0% 0 | 7.249.000
Frekuensi
pendampingan
kelembagaan
organisasi 25.00 | 66.70 | 91.70 | 100.0 | 164.995. | 161.090.00
perempuan 12.00 Kali % % % 0% 000 | O
Frekuensi
peringkatan hari 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 50.520.0
besar perempuan 2.00 kali % % % 0% 00 | 84.247.000

0.00| 0.00| 0.00 | 100.0

Gender Corner 2.00 2 kali % % % 0% 0 | 3.270.000
Pembinaan
Partisipasi dan
Perlindungan 33,55 | 62,51 | 86,59 | 100,0 | 631.378. | 624.607.0
Perempuan % % % 0% 420 | 00




Kelompok rintisan

usaha baru yang 9.00 | 5.00| 20.00 | 85.00 | 100.0 | 119.195. | 117.755.00

dilatih kelompok % % % 0% 000 | O

Kelompok rintisan

usaha tahap 2 dan 14.00 | 60.00 | 91.00 | 96.00 | 100.0 | 216.667. | 208.055.00

3 yang dilatih kelompok % % % 0% 000 | O

Seminar

kewirausahaan

bagi kelompok 0.00 | 10.00 | 100.0 | 100.0 | 13.630.0

rintisan usaha 1.00 kali % % 0% 0% 00 | 13.267.000

Pameran

kelompok rintisan 10.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.510.00

usaha 1.00 kali % 0% 0% 0% 0 | 2.257.000
10.00 | 78.00 | 93.00 | 100.0 | 12.683.0

Workshop GSI 2.00 kali % % % 0% 00 | 12.235.000
30.00 | 75.00 | 95.00 | 100.0 | 113.013. | 110.939.00

Workshop FPKK 5.00 kali % % % 0% 420 | O

Workshop gugus 20.00 | 70.00 | 98.00 | 100.0 | 78.630.0

tugas PTPPO 15.00 kali % % % 0% 00 | 72.168.000

Peringatan hari

anti kekerasan

terhadap 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.0 | 9.910.00

perempuan 1.00 kali % % % 0% 0 | 10.510.000

Lomba fragmen 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.0 | 29.990.0

anti kekerasan 1.00 kali % % % 0% 00 | 28.640.000

Database

penanganan

korban kekerasan

terhadap

perempuan dan 1.00 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 2.100.00

anak dokumen % % % 0% 0 | 2.100.000




Pelatihan

penanganan
korban kekerasan

terhadap 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 32.050.0

perempuan 2.00 kali 0% 0% 0% 0% 00 | 29.650.000
Pelatihan dan

pendampingan

Kelompok Rintisan 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.0

Usaha Inklusi 1.00 kali % % % 0% 0| 17.031.000
UPT Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan 20,06 | 46,58 | 59,09 | 92,19 | 652.010. | 706.285.0
Anak (P2TP2A) % % % % 824 | 00
Penanganan

Korban Kekerasan

Dalam Rumah

Tangga berbasis 20.00 | 55.00 | 82.00 | 100.0 | 330.280. | 307.338.00
Gender 50.00 kasus % % % 0% 824 | 0

Monev

Penanganan Data 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.0 | 36.960.0

Korban Kekerasan 50.00 kasus % % % 0% 00 | 21.200.000
Sosialisasi UU 20.00 | 80.00 | 80.00 | 100.0 | 103.630.

PKDRT 13.00 kali % % % 0% 000 | 92.680.000
Jumlah FGD

Penguatan siap

grak anti 3.00 | 75.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 79.260.0

kekerasan kegiatan % 0% 0% 0% 00 | 75.012.000
Jumlah Pelatihan

Satgas anti 0.00 0.00 0.00 | 100.0 | 101.880. | 154.515.00
Kekerasan 2.00 kali % % % 0% 000 | O
Penyusunan SPP 5.00kali| 0.00| 0.00| 0.00 | 100.0 0




% % % 0% 9.660.000
Penyusun
Pedoman
Implementasi dan
Sosialisasi Hotline 0.00| 0.00| 0.00 | 100.0
Service 7.00 kali % % % 0% 0 | 39.790.000
Data kekerasan 1.00| 0.00| 0.00| 0.00 | 100.0
bulanan dokumen % % % 0% 0 | 1.600.000
Fasilitasi 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 100.0
pelayanan drop in dokumen % % % 0% 0 | 4.040.000
Kekerasan | Prevalensi | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | Program Persentase
terhadap kekerasan | 4% | 4% | 4% % Perlindungan Jumlah
anak terhadap Anak Kelurahan 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 2.236.03 | 2.139.102.
menurun anak Layak Anak % % % % 9.124 744
Persentase
Anak
Korban
kekerasan
dalam
rumah
tangga
(KDRT) yang | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
tertangani 0% 0% 0% 0%
Persentase
Puskesmas
Ramah 72,22 | 72,22 | 80,00 | 80,00
Anak % % % %
Persentase
Sekolah
Ramah
Anak (
sekolah 35,14 | 41,44 | 47,75 | 52,00

Negeri TK

%

%

%

%




s/d SMP)

Pembinaan
Pengarusutamaan 18,77 | 55,88 | 91,65 | 100,0 | 773.755. | 737.605.0
Hak Anak % % % 0% 000 | 00
Konggres anak 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.300.0
kota Yogyakarta 1.00 kali 0% 0% 0% 0% 00 | 28.300.000
11.00 | 46.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 58.615.0
Dekelana baru kelurahan % 0% 0% 0% 00 | 58.615.000
Dekelana yang 12.00 | 15.00 | 45.00 | 95.00 | 100.0 | 120.560. | 120.560.00
didampingi kelurahan % % % 0% 000 | O
4.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.740.0
Kelana baru kecamatan % 0% 0% 0% 00 | 23.480.000
Kelana yang 2.00 | 80.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 8.610.00
didampingi kecamatan % 0% 0% 0% 0 | 8.610.000
Evaluasi dan
penyusunan RAD 1.00 | 2.00| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.000.0
KLA dokumen % 0% 0% 0% 00 | 22.000.000
Data indikator KLA
yang update dan 1.00 | 26.00 | 55.00 | 80.00 | 100.0 | 124.260. | 102.665.00
valid dokumen % % % 0% 000 | O
17.00 | 33.00 | 100.0 | 100.0 | 116.275. | 113.725.00
Peringatan HAN 1.00 kali % % 0% 0% 000 | O
Forum anak yang 0.00 | 80.00 | 100.0 | 100.0 | 28.100.0
aktif 3.00 kali % % 0% 0% 00 | 25.310.000
KRA yang 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 66.060.0
terbentuk 13.00 KRA % % 0% 0% 00 | 79.215.000
KRA yang tidak
aktif yang 0.00 | 40.00 | 70.00 | 100.0 | 139.675.
terdampingi 25.00 KRA % % % 0% 000 | 97.175.000




Pengembangan 0.00 | 80.00 | 100.0 | 100.0 | 23.760.0

RBRA 1.00 lokasi % % 0% 0% 00 | 23.760.000
Penyusunan

pedoman

perlindungan anak

dalam situasi 1.00 | 0.00 | 20.00 | 100.0 | 100.0 | 25.800.0

bencana dokumen % % 0% 0% 00 | 25.800.000
Pelatihan Pelopor 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100.0

dan Pelapor 1.00 kali % % % 0% 0 | 8.390.000
Pembinaan

Partisipasi dan

Perlindungan 16,87 | 44,00 | 78,51 | 98,32 | 1.462.28 | 1.401.497.
Anak % % % % 4,124 | 744
Jumlah sekolah

ramah anak yang 20.00 | 0.00 | 35.00 | 73.00 | 100.0 | 59.505.0

dibentuk sekolah % % % 0% 00 | 59.505.000
Jumlah workshop

sekolah ramah 25.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 30.780.0

anak 20.00 kali % % 0% 0% 00 | 30.780.000
Jumlah dokumen

children

protection policy 20.00 | 0.00 | 25.00 | 100.0 | 100.0 | 12.715.0

disusun dokumen % % 0% 0% 00 | 12.715.000
Jumlah puskesmas

ramah anak yang 0.00 | 60.00 | 85.00 | 100.0 | 34.990.0

dibentuk 5.00 pusra % % % 0% 00 | 34.990.000
Jumlah

pendampingan

sekolah ramah 1.00| 0.00 | 83.00 | 100.0 | 100.0 | 76.500.0

anak kegiatan % % 0% 0% 00 | 80.649.000
Jumlah pelatihan 79.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 112.265. | 112.265.00
konvensi hak anak 3.00 kali % 0% 0% 0% 000 | O




Jumlah
pembentukan
perlindungan anak

terpadu berbasis 0.00 | 0.00 | 90.00 | 100.0 | 16.990.0

masyarakat 3.00 patbm % % % 0% 00 | 16.990.000
Jumlah

perlindungan anak

terpadu berbasis

masyarakat 15.00 | 0.00 | 30.00 | 80.00 | 100.0 | 153.110.| 108.110.60
didampingi patbm % % % 0% 000 | O

Jumlah youth

super camp dan

jembatan

persahabatan yang 0.00 | 5.00| 100.0 | 100.0 | 75.905.0

dilaksanakan 2.00 kali % % 0% 0% 00 | 42.405.000
Jumlah

musyawarah

perencanaan 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.660.0
pembangunan 1.00 kali 0% 0% 0% 0% 00 | 12.660.000
Jumlah workshop 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.0 | 11.570.0

anti bullying 2.00 kali % % % 0% 00 | 11.570.000
Jumlah

pendampingan

TPA Beringharjo 1.00 | 17.00 | 44.00 | 75.00 | 100.0 | 759.954. | 749.813.14
dan Praba Dharma kegiatan % % % 0% 124 | 4

Jumlah kegiatan

rekruitmen komisi

perlindungan anak 1.00| 0.00| 0.00| 11.00 | 100.0 | 7.940.00

Indonesia kegiatan % % % 0% 0 | 7.940.000
Penyusunan

kebijakan tentang 1.00 0.00 0.00 | 100.0 | 100.0 | 32.700.0

Pornografi Anak dokumen % % 0% 0% 00 | 32.700.000
Monev SRA dan 30.00 lokasi | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.0 | 64.700.0




PUSRA % % % 0% 00 | 64.700.000

Forum

Perlindungan 0.00| 0.00| 0.00 ]| 100.0

Khusus Anak 3.00 kali % % % 0% 0 | 10.305.000

Pendampingan 1.00| 0.00| 0.00| 0.00 | 100.0

Puspaga Kegiatan % % % 0% 0 | 13.400.000
Yogyakarta,

Ir. Edy Muhammad

NIP. 196309161992031006




